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ABSTRAK

Tingkat kepatuhan WP secara langsung dapat memberikan sebuah peran yang jauh
lebih terpenting untuk dapat memaksimalkan sistem penerimaan pajak yang ada di
negara, beberapa faktor mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu modal kerja,
kesadaran dan inovasi pengembangan usaha. Adapun tujuan dari riset ini ialah
untuk dapat mengetahui modal kerja, kesadaran serta inovasi pengembangan usaha
berpengaruh terhadap kepatuhan WP pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam
situasi penyebaran virus corona. Metode yang akan digunakan dalam riset ini ialah
deskriptif kuantitatif, sebagaimana sampel yang digunakan ialah berjumlah 40 WP
UMKM. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah
menggunakan kuesioner, sedangkan data digunakan adalah data primer serta
sekunder . Adapun teknik analisa data digunakan ialah menggunakan analisa regresi
linier berganda sebagaimana yang akan dibantu dengan menggunakan software
SPSS 26. Ditemukan hasil pada penelitian ini adalah modal kerja, kesadaran serta
dan inovasi berpengaruh pada kepatuhan WP pada UMKM baik itu secara bersama-
sama atau parsial.

Kata Kunci: Modal Kerja, Kesadaran, Inovasi Pengembangan Usaha, Kepatuhan.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat memberikan kontribusi jauh lebih terpenting untuk dapat
melakukan pembangunan, misalnya untuk dapat mewujudkan pada sisi
kemandirian pada sebuah wilayah atau negara. Menurut Indrihastuti, P dan
Amaniyah, M (2020). Pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang
wajib dibayar sebagaimana yang akan dikeluarkan oleh lapisan masyarakat yang
berlandaskan pada UU. Pajak mempunyai tingkat kontribusi yang sangat vital,
tanpa perpajakan yang hidup mka secara langsung sebuah daerah akan mengalami
kemacetan dalam sistem pembangunan perekonomian.

Sebagaimana dilihat dari aspek perekonomian dapat dikatakan sebagai salah
satu sistem penerimaan yang ada pada negara sebagaimana dapat dipergunakan
untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa
pajak jauh lebih besar memberikan peran terhadap kesejahteraan masyarakat.
(Suyatmin, 2014) yang mana menyatakan bahwa kesadaran atas WP ialah sebuah
situasi yang mana WP ingin dapat mengetahui terkait dengan sebuah tindakan atas
ketentuan yang ada serta mempunyai sebuah tindakan kesungguhan yang memadai
sebagai salah satu cara ialah membayar pajak pada waktu yang telah ditetapkan.
Secara empiris dapat dibuktikan bahwa apabila semakin meningkat pada sisi
kesadaran atas perpajakan jauh lebih efektif pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu kunci
kesuksesan dalam melakukan penghimpunan penerimaan pajak, yang mana bukan
hanya dapat menunjukkan berbagai jenis aspek yang dalam bentuk memaksa, akan

tetapi dapat disesuaikan dengan berbagai mekanisme terhadap sebuah tindakan



pelayanan yang baik. Menurut Miladia (2010) dalam Maharani (2015) menyatakan
bahwa salah satu target yang akan dicapai secara langsung akan dibutuhkan pada
sisi pemahaman serta kesadaran terhadap kepatuhan WP. Hal tersebut dapat
dikatakan bahwa sebuah hal yang jauh lebih terpenting untuk dapat
memaksimalkan sistem penerimaan atas pajak, sehingga adanya sebuah tindakan
yang terus-menerus untuk dapat dikaji berlandaskan pada hal yang dapat
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang ada pada UMKM

(Suhendri et,al,2021) yang menyatakan bahwa apabila ditemukan
pemasaran produk serta tingkat akses terhadap bahan baku masih minim ada sisi
sumber daya manusia. Oleh sebab itu hal tersebut dapat memberikan sebuah
tindakan yang jauh lebih besar terhadap tingkat penjualan pada ruang lingkup
Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Apabila hal tersebut dapat terjadi maka pihak
UMKM secara langsung menurunkan anggaran menjadi salah satu beban pada
industri, misalnya pada sisi beban pajak. Oleh sebab itu hal inilah yang akan
mendukung pihak pemerintahan untuk dapat mengeluarkan sebuah tindakan atas
kebijakan secara stimulus demi memaksimalkan lapisan UMKM untuk kepedulian
berlandaskan penurunan pajak UMKM membayar pajak.

Kondisi saat ini ialah semu negara dilandasi sebuah bencana ialah
penyebaran virus corona. Wabah inilah yang sudah melanda dunia termasuk NKRI.
Penyebaran virus corona dapat dikatakan sebagai sebuah wabah sama sekali belum
dapat terdeteksi kapan berakhirmya. Dengan adanya penyebaran virus corona
tersebut semua negara terganggu dari berbagai aspek yang mana akan dapat
memberikan sebuah pengaruh sistem ketahanan negara. Secara makro adanya

penyebaran virus corona tersebut secara langsung dapat mengganggu pada sisi roda



perekonomian. Sebuah tindakan untuk dapat mengatasi terjadinya penyebaran virus
corona yang ada pihak pemerintah akan siap untuk dapat mengeluarkan berbagai
jenis kebijakan. Sebuah data yang bersumber dari menteri keuangan Indonesia yang
menyatakan bahwa di tahun 2020 dapat diperkirakan bahwa akan ;lebih lambat
apabila diperbandingkan pada tahun yang sebelumnya. Perekonomian mengalami
penurunan yang mana terasa pada bagian I-III, disamping itu perbatasan sosial
sebagai salah satu tindakan untuk dapat mengatasi terjadinya penyebaran virus
corona sebagaimana telah menekan sehingga perputaran perekonomian dapat

terhambat serta tingkat penurunan pada pajak (www.pajak.go.id).

Serangan wabah covid 19 yang terjadi secara meluas yang mana secara
langsung akan dapat mengacu negatif pada berbagai aspek usaha yang mana lebih
spesifiknya pada Usaha Mikro kecil dan Menengah. terjadinya penyebaran virus
corona yang secara langsung akan memberikan sebuah dampak yang jauh lebih
negatif terhadap pergerakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagaimana dapat
membutuhkan usaha dalam ruang lingkup yang luas dalam melakukan sebuah
tindakan promosi. Salah satu tindakan peluang UMKM mempunyai ruang lingkup
meluas di berbagai usaha, meskipun adanya sebuah wabah yang melanda Indonesia,
sehingga pihak pelaku UMKM mempunyai kegiatan dalam melakukan sistem
penjualan yang berbasis online, semantara itu sebuah tantangan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah saat ini ialah mengalami tingkat persaingan yang seharusnya akan
dapat menghasilkan sebuah tindakan inovasi serta sebuah tindakan pelayanan di
pasar baik itu secara internasional maupun nasional.

Potensi perpajakan yang secara langsung akan bersumber dari lapisan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah yang mana sama sekali belum dapat berjalan dengan



efektif, hal tersebut disebabkan karena minimnya sebuah tindakan sosialisasi
sebagaimana yang berkaitan dengan tingkat pemahaman dalam melakukan
pembayaran atas pajak. Munculnya pandemi COVID-19 penambah dampak yang
paling tinggi (40,92%) terhadap UMKM sebagaimana dari jenis usaha (Syamsudin,
2020). Dalam melakukan sebuah UMKM dapat melaksanakan sebuah tindakan
yang mana dapat bertujuan untuk dikelola oleh pihak wajib pajak sehingga dapat
maju serta berkembang, terlebih khusus pada sistem penjualan yang berbasi online.
Pada dasarnya aktivitas yang ada, perlu diberikan sebuah edukasi yang berkaitan
dengan pajak yang mana berkaitan dengan pajak Wajib Pajak ilah 1% menjadi 5%
sebagaimana yang dituangkan dalam PP tahun 2018 No 23. Oleh sebab itu tarif
pada pajak UMKM akan selalu diharapkan demi melakukan pembayaran pajak

terhadap negara negara (www.pajak.go.id).

Menurunya modal kerja merupakan hal yang sangat signifikan yang
dirasakan para pelaku UMKM. Batasan waktu pemasaran dengan munculnya
PPKM membuat para pelaku UMKM mulai memikirkan inovasi terbaru dalam
pemasaran atau pengembangan usaha untuk mengembangkan usaha. Dengan begitu
usaha dapat berkembang yang berdampak baik bagi WP.

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada latar belakang yang ada,
sehingga pada penelitian ini topik yang akan diangkat topik *“ Pengaruh modal
kerja, kesadaran dan inovasi pengembangan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak

umkm di masa covid 19”.



1.2 Rumusan Masalah

Seperti apa yang telah diungkapkan di latar belakang yang ada, oleh karena

itu dalam riset ini permasalahan penelitian adalah :

1.

2.

Apakah modal kerja pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM ?
Apakah kesadaran pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM ?

Apakah inovasi pengembangan usaha pengaruh terhadap kepatuhan WP pada
UMKM ?

Apakah modal kerja, kesadaran dan inovasi pengembangan usaha pengaruh

terhadap kepatuhan WP pada UMKM ?

1.3. Tujuan Penelitian

Seperti apa yang telah diungkapkan permasalah yang ada, oleh karena itu

tujuan penelitian ini adalah :

1.

2.

Untuk dapat modal kerja pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM
Untuk dapat mengetahui kesadaran pengaruh terhadap kepatuhan WP pada
UMKM

Untuk dapat mengetahui inovasi pengembangan usaha pengaruh terhadap
kepatuhan WP pada UMKM

Untuk dapat mengetahui modal kerja, kesadaran serta inovasi pengembangan

pengembangan usaha usaha pengaruh terhadap kepatuhan WP pada UMKM



1.4 Manfaat Penelitian

Seperti apa yang diungkapkan pada tujuan penelitian yang ada, maka dalam

riset ini manfaat penelitian ialah :

1.

Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan pengembangan pemahaman yang berkaitan dengan
akuntansi sektor publik, serta dapat memberikan referensi terhadap riset-riset
yang selanjutnya

Manfaat Praktis

Bagi peneliti

Akan selalu diharapkan riset ini ialah untuk memberikan sebuah pemahaman

serta diterapkan kajian ilmu yang mana berkaitan dengan ASP

. Bagi UMKM

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat memberikan sebuah data
atau informasi serta dapat dilakukan pengukuran terhadap kepatuhan WP pada

UMKM

. Bagi Universitas

Akan selalu diharapkan dari penelitian ini ialah memberikan sebuah referensi

terhadap penelitian yang berkelanjutan
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